ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya interaksi yang kompleks antara hukum adat,
hukum negara, dan nilai-nilai syariah dalam sistem hukum Aceh, khususnya dalam
Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.
Walaupun secara normatif ganun tersebut dirancang untuk membina serta mengarahkan
kehidupan adat agar sejalan dengan ajaran Islam, ketentuan mengenai tolak ukur normatif
dalam menilai kesesuaian adat dengan prinsip-prinsip syariah masih memerlukan
penegasan yang lebih eksplisit. Penelitian ini membahas (1) Bagaimana penggunaan
landasan hukum dan nilai syariah dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang
Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat, (2) Bagaimana kajian siyasah tasyri’iyyah
terhadap landasan hukum dan nilai syariah dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008
Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat dan (3) Apa implikasi siyasah
tasyri’'iyyah terhadap penyesuaian landasan hukum dan nilai syariah dalam Qanun Aceh
Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat. Penelitian
ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan
perundang-undangan. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui
studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa secara formal, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 memiliki
legitimasi hukum yang kuat dalam sistem hukum nasional maupun daerah. Namun, secara
substansial, pengaturannya masih bersifat umum dan belum merumuskan parameter yang
tegas terkait batas kesesuaian antara adat dan nilai syariah. Dalam perspektif siyasah
tasyri’iyyah, ganun tersebut juga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip magasid al-
syart‘ah, Khususnya dalam aspek perlindungan kehormatan dan martabat manusia (kifz
al-ird), sehingga berpotensi membuka ruang legitimasi terhadap praktik adat yang
kurang sejalan dengan nilai-nilai syariah. Implikasi Siyasah tasyri’iyyah terhadap
penyesuaian Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 mengindikasikan urgensi perbaikan
dalam aspek perumusan maupun implementasi norma hukum
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ABSTRACT

This research is motivated by the complex interaction between customary law, state law,
and sharia values in the Aceh legal system, especially in Qanun Aceh Number 9 of 2008
concerning the Development of Customary and Customary Lives. Although normatively
the ganun is designed to foster and direct customary life to be in line with the teachings of
Islam, the provisions regarding normative benchmarks in assessing the suitability of
customary with sharia principles still require more explicit affirmation. This study
discusses (1) How to use the basis of sharia law and values in Qanun Aceh Number 9 of
2008 concerning the Development of Customary Life and Customs, (2) How is the study
of siyasah tasyri'iyyah on the basis of sharia law and values in Qanun Aceh Number 9 of
2008 concerning the Development of Customary Life and Customs and (3) What are the
implications of siyasah tasyri'iyyah to the adjustment of the legal basis and sharia values
in Qanun Aceh Number 9 of 2008 concerning the Development of Customary and
Customary Lives. This research is a normative legal research with a conceptual
approach and a legislative approach. The data used is in the form of secondary data
obtained through literature studies, then analyzed in a qualitative descriptive manner.
The results of the study show that formally, Qanun Aceh Number 9 of 2008 has strong
legal legitimacy in the national and regional legal system. However, substantially, the
regulation is still general and has not formulated strict parameters related to the
boundaries of conformity between customs and sharia values. In the perspective of
siyasah tasyri'iyyah, the qanun also does not fully reflect the principles of magasid al-
syart'ah, especially in the aspect of protecting human honor and dignity (Zifz al-'ird), so
that it has the potential to open up a space for legitimacy for customary practices that are
not in line with sharia values. The implications of Siyasah tasyri'iyyah on the adjustment
of Qanun Aceh Number 9 of 2008 indicate the urgency of improvement in the aspects of
formulation and implementation of legal norms
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